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 ISU ATAU PERMASALAHAN 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menghadirkan e-KTP digital yang dapat disimpan melalui 
aplikasi di handphone. e-KTP digital saat ini masih dalam uji coba namun akan diluncurkan pada tahun 2022 ini. 
Rencananya e-KTP digital dilakukan secara bertahap dan menerapkan prinsip double track system service atau 
pemberian layanan melalui dua jalur yakni layanan digital dan layanan manual. Nantinya dalam satu aplikasi 
identitas digital selain KTP akan dilengkapi menu utama yang terdiri atas data keluarga, dokumen kependudukan 
dan dokumen lainnya yang terintegrasi e-KTP. Dokumen yang terintegrasi e-KTP diantaranya hasil vaksin, NPWP, 
Kepemilikan kendaraan dan status kepegawaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Nantinya e-KTP digital 
hadir dalam bentuk foto dan QR Code ke smartphone. 
 
Tujuan dari digitalisasi e-KTP pertama mempermudah transaksi pelayanan public atau privat. Kedua, mencegah 
penyalahgunaan data kependudukan. Ketiga, menghemat biaya pembuatan identitas. Namun dibalik manfaat 
tersebut, digitalisasi e-KTP masih dihadapkan dengan tantangan terkait kebocoran data pribadi seperti yang pernah 
terjadi pada kasus kebocoran data BPJS beberapa waktu lalu. Berkaitan dengan keamanan data maka dalam 
penggunaan QR Code masih membutuhkan keamanan berlapis berupa verifikasi OTP yang dibutuhkan setiap kali 
konfirmasi data atau pengambilan data pribadi, hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. 
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